
BUPATITAPANULIUTARA 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA 

NOMOR Of TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI 

KABUPATEN TAPANULI UTARA 

DENGAN RAHMA T TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TAPANULI UTARA, 

a. bahwa ketentuan tentang tata cara pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan telah diatur dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 
2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan di Kabupaten Tapanuli Utara; 

~%eitao 

• 
Mengingat 

b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
208/ PMK.07/ 2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara 
Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten T apanuli Utara; 

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 
T ahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan di Kabupaten T apanuli Utara. 

1 .  Undang-Undang Nomor 7 Ort. T ahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 
Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo . 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah 
Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat I I  Mandailing Natal Jo. 
Undang-Undang Nomor 09 T ahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias 
Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi 
Sumatera Utara; 

2. Undang-Undang Nomor 28 T ahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih 
dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3851) ; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5049); 

6. Undang-Undang Nomor.. . . . . .. . . / 2  



Menetapkan 

-\:'. 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4578); 

8. Peraturan Menteri Dal am Negeri Nomor 13 T ahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 T ahun 201 1 ;  

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta 
Penyampaiannya; 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

1 1 .  Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok 
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten T apanuli Utara Nomor 1 1  T  ahun 2010 tentang Pajak 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten T apanuli 
Utara Nomor 08 Tahun 2014; 

13 . Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 
Kabupaten Tapanuli Utara; 

14 .  Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 0 1 . 1  Tahun 2010 tentang Sistem dan 
Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten 
T apanuli Utara; 

15. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten T apanuli Utara sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati T apanuli Utara Nomor 1 1  T  ahun 2012; 

16. Peraturan Bupati T apanuli Utara Nomor 20 T ahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten T apanuli Utara. 

M E M U T U S K A N :  

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI 
UTARA NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK BUMI 
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN TAPANULI UTARA. 

PASALI 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati T apanuli Utara Nomor 20 T ahun 2012 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten 
Tapanuli Utara, diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Daerah adalah Kabupaten T apanuli Utara; 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah; 

3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara; 

4. Dewan Perwakilan......./3 



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten T apanuli Utara; 

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/ atau 
retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

6. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten 
T apanuli Utara yang selanjutnya disingkat BPKPAD; 

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset 
Daerah Kabupaten T apanuli Utara; 

8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/ atau 
bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, 
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan 
pertambangan; 

9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut 
wilayah kabupaten; 

10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada 
tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/ atau laut; 

1 1 .  Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut 
Objek Pajak adalah Objek Pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai 
dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan 
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan; 

12. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut 
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak 
atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi , dan/ atau memiliki, menguasai, 
dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan; 

13. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut 
dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai 
suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, 
menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan dan dikenakan kewajiban 
membayar pajak; 

14. Sadan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang 
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Sadan Usaha Mil ik Negara (BUMN), atau 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, 
Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; 

15. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang 
digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan 
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan perpajakan daerah; 

16. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah 
surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak 
Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah yang tidak terpisahkan dari bagian SPOP; 

17. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang 
diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terjadi 
transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan 
objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti; 

18. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang 
diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang 
menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak 
terutang; 

19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila 
wajib pajak menggunakan tahun buku tidak sama dengan tahun kalender; 

20. Pajak Terutang adalah............../4 



20. Pajak T erhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, 
dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah; 

21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh 
Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke 
Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk 
melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan; 

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah 
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak 
yang masih harus dibayar; 

23. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat 
yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak; 

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah 
Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena 
jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang; 

25. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran PBB-P2 selanjutnya disingkat SPMKP 
PBB adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan 
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk membayar kelebihan 
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah N ihi l , yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah 
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; 

27. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan 
yang selanjutnya disingkat SKPKP PBB P2 adalah Surat Keputusan yang menetapkan 
besamya jumlah kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan; 

28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk 
melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda; 

29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan 
hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah N ihi l , Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, 
Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan 
Keberatan; 

30. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah N ihi l , Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang 
diajukan oleh wajib pajak; 

31 .  Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat 
keberatan yang diajukan oleh wajib pajak; 

32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk 
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, 
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, 
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba/ rugi 
unyuk periode tahunpajak tersebut; 

33. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa 
bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat 
sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; 

34. T empat pembayaran adalah Bank Umum/ Kas Umum Daerah yang dihunjuk oleh Bupati 
untuk menerima pembayaran PBB-P2 dan memindahbukukan ke Bank Kas Umum 
Daerah; 

35. Penyidikan tindak pidana ...... ./5 



35. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang 

dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu 

membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta 

menemukan tersangkanya; 

36. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan DBKB adalah 

daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan 

pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan atau biaya komponen 

material bangunan dan atau komponen fasilitas bangunan; 

37. Petugas Pemungut adalah Petugas yang melaksanakan penghimpunan data objek dan 

subjek pajak atau retribusi, penentuan besamya pajak atau retribusi yang terutang 

sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi 

serta pengawasan penyetorannya. 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : 

BAB Ill 

TATA CARA PEMUNGUTAN PBB 

Bagian Pertama 

Tata Cara Pendaftaran Objek PBB 

Pasal3 

Pendaftaran objek PBB baru, dilakukan oleh subjek pajak atau wajib pajak dengan 
persyaratan sebagai berikut: 

a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan 

kepada Bupati melalui Kepala Badan; 

b. mengisi SPOP termasuk LSPOP, dengan jelas, benar dan lengkap; 

c. formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di BPKPAD, 

Kantor Kecamatan, Kantor Kepala Desa dan/ atau Kantor Kelurahan setempat; 

d. Wajib Pajak yang memiliki NPWP mencantumkan NPWP dalam kolom yang tersedia 

dalam SPOP; 

e. Surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP sebagaimana dimaksud pada huruf 

a dan huruf b, ditandatangani oleh subjek pajak atau wajib pajak dan dalam hal 

ditandatangani oleh bukan subjek pajak atau wajib pajak, harus dilampiri dengan 

Surat Kuasa; 

f. Surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP disampaikan kepada Bupati 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya SPOP oleh 

subjek pajak atau kuasanya; 

g. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: 

1 )  Fotokopi KTP atau identitas diri lainnya; 

2) Fotokopi bukti kepemilikan/ penguasaan/ pemanfaatan tanah (Sertifikat/ AJB/ 
Girik/ dokumen lain yang sejenis); 

3) Fotokopi lzin Mendirikan Bangunan (1MB) bagi yang memiliki bangunan; 

4) Fotokopi NPWP (bagi yang memiliki NPWP); 

5) Fotokopi SSB/ SSPD BPHTB; 

6) Surat Keterangan T anah dari Lurah yang diketahui oleh Camat setempat. 

3. Ketentuan Pasal........../6 



3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Kedua 

Tata Cara Pendataan dan Penilaian Objek PBB 

Paragraf 1 

Tata Cara Pendataan Objek PBB 

Pasal4 

(1) Pendataan objek pajak dan subjek PBB dilakukan oleh BPKPAD atau petugas yang 
ditunjuk dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP. 

(2) Pendataan Objek dan Subjek PBB sebagimana dimaksud pada ayat (1)  dapat 
dilakukan dengan cara: 

a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP; 

b. identifikasi objek pajak; 

c. verifikasi data objek pajak; 

d. pengukuran bidang objek pajak. 

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

Paragraf 2 

Tata Cara Penilaian Objek PBS 

Pasal5 

(1)  Penilaian objek PBB dilakukan oleh BPKPAD baik secara massal maupun secara 
individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan. 

(2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  digunakan sebagai 
dasar penentuan NJOP. 

5. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal SA dan Pasal 58, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal5A 

(1)  Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang dimil iki , dikuasai, dan/ atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

(2) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi: 

a. Objek Pajak Umum; dan 

b. Objek Pajak Khusus. 

(3) Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan objek 
pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria 
kriteria tertentu. 

(4) Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan objek 
pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti khusus, 
seperti: 

a. Jalan Toi; 

b. Galangan Kapal, Dermaga; 

c. Lapangan Golf; 

d. Pabrik Semen/ Pupuk; 

e. Tempat Rekreasi; 

f. Tempat Penampungan/ kilang Minyak, Air dan Gas, Pipa Minyak; 

g. Stasiun Pengisian Bahan Bakar; dan 

h. Menara. 

Pasal 5B ll 



Pasal 5B 

(1) Penilai PBB-P2 paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. minimal lulusan Program Diploma I dengan pangkat serendah-rendahnya 

Pengatur Muda dengan Golongan II/a atau minimal lulusan Sekolah Lanjutan 

Tingkat Atas dengan pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I 

dengan Golongan 11/b; 

b. telah mendapat pendidikan dan/ atau pelatihan teknis terkait Penilaian PBB-P2 

serta memiliki keterampilan sebagai penilai; 

c. cermat dan seksama dalam menggunakan keterampilan sebagai penilai; 

d. tidak sedang menduduki Jabatan Struktural, Pemeriksa, Penelaah Keberatan 

(PK) atau Jurusita; dan 

e. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan 

kepentingan negara. 

(2) Dalam hal kriteria penilai tidak dapat dipenuhi dari PNS di lingkungan Pemerintah 

Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ,  Pemerintah Daerah dapat melakukan 

kerjasama dengan instansi teknis terkait yang memiliki kompetensi dalam bidang 

penilaian. 

6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Keenam 

Tata Cara Penerbitan Salinan SPPT SKPD PBB 

Pasal14 

(1) Atas dasar belum diterimanya SPPT atau sebab lain, wajib pajak dapat mengajukan 

permohonan penerbitan salinan SPPT, SKPD PBB secara perorangan ataupun 

secara kolektif ke BPKPAD. 

(2) Kelengkapan persyaratan pengajuan penerbitan SPPT/ SKPD PBB antara lain : 

a. Surat Permohonan Penerbitan Salinan; 

b. Surat Pengantar dari kelurahan; 

c. SSPD lunas PBB tahun sebelumnya atau tahun berjalan; 

d. Kartu tanda identitas pemohon (KTP/ SIM); 

e. Surat Kuasa (apabila dikuasakan). 

7. Ketentuan Pasal 25 huruf c diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal25 

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 harus memenuhi persyaratan: 

a. Satu permohonan untuk satu SPPT atau SKPD PBB; 

b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya 
permohonan pengurangan; 

c . Diajukan kepada Kepala Badan; 

d. Dilampirkan fotokopi SPPT/ SKPD PBB yang dimohon pengurangannya; 

e. Permohonan ditandatangani oleh wajib pajak. Dalam hal surat permohonan 
ditandatangani oleh kuasa wajib pajak dilampiri dengan Surat Kuasa; 

f. Diajukan dalam ./8 



f. Diajukan dalam waktu: 

1) Tiga bulan setelah diterimanya SPPT; 

2) Satu bulan sejak diterimanya SKPD PBB; 

3) Satu bulan terhitung sejak diterimanya keputusan permohonan keberatan; 

4) Tiga bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam; 

5) Tiga bulan terhitung sejak terjadinya kejadian luar biasa. 

g. Tidak mempunyai tunggakan atas tunggakan pajak tahun sebelumnya. 

8. Ketentuan Pasal 26 huruf b diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal26 

Permohonan pengurangan secara kolektif dapat diajukan dengan persyaratan: 

a. Satu permohonan untuk beberapa objek pajak dalam tahun yang sama; 

b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besaran 

persentase pengurangan yang dimohonkan kepada Kepala Sadan; 

c. Diajukan melalui pengurus legiun veteran atau organisasi terkait lainnya yang 

diketahui oleh lurah setempat; 

d . Diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak SPPT diterima; 

e. Dilampiri fotokopi SPPT yang dimohon pengurangan; 

f. Diajukan dalam jangka waktu: 

1 )  Tiga bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT; 

2) Tiga bulan sejak terjadinya bencana alam atau kejadian luar biasa. 

g. Tidak mempunyai tunggakan PBB Tahun sebelumnya, sejak dimohonkan 

pengurangan kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain 

yang luar biasa; 

h. Tidak sedang diajukan permohonan keberatan atas SPPT yang dimohon 

pengurangan .  

9. Ketentuan Pasal 27 ayat (20, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal27 

( 1 )  Permohonan pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagimana dimaksud 

dalam Pasal 26, dianggap bukan sebagai permohonan pengurangan tidak dapat 

dipertimbangkan; 

(2) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan, Kepala Sadan 

dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan itu diterima 

harus memberitahukan secara tertulis dengan alasan yang mendasari kepada: 

a. Wajjb pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara 

perseorangan; 

b. Pengurus legiun veteran atau organisasi terkait lainnya dalam hal permohonan 

diajukan secara kolektif. 

(3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak mendapatkan pertimbangan wajjb pajak 

dapat mengajukan kembali sepanjang persyaratan telah terpenuhi. 

10. Ketentuan Pasal . . . . . . . . . ./9 



10. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Kesebelas 

Tata Cata Penagihan PBB 

Pasal29 

(1) STPD-PBB, SKPD-PBB, SKPDT-PBB sebagai dasar penagihan PBS; 

(2) BPKPAD berwenang menerbitkan: 

a. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis; 

b. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus; 

c. Surat Paksa; 

d. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; 

e. Surat Perintah Penyanderaan; 

f. Surat Pencabutan Sita; 

g. Pengumuman Lelang; 

h. Surat Penentuan Harga Limit; 

i. Pembatalan Lelang; dan 

j. Surat lain yang diperlukan untuk melaksanakan penagihan pajak. 

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila 
Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh 
tempo pembayaran; 

(4) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan 
Surat Paksa. 

11. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai 
berikut: 

(1) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) harus 

memenuhi persyaratan: 

a. Satu Surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBS; 

b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; 

c. Diajukan kepada Kepala Sadan; 

d. Dilampiri asli SPPT atau SKP PBS yang diajukan Keberatan; 

e. Dikemukakan jumlah PBS yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak 

disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatan; 

f. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT 

atau 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD PBS, kecuali apabila Wajib 

Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat 

dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan 

g. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat 

Keberatan ditandatangani oleh Bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat 

Kuasa. 

(2) Tanggal penerimaan Surat Keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses Surat 

Keberatan adalah tanggal terima Surat Keberatan yang disampaikan secara 

langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas tempat pelayanan; 

(3) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1)  huruf e pengajuan keberatan disertai dengan: 

a. Fotokopi identitas......./10 



a. Fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam 
hal dikuasakan; 

b. Fotokopi bukti kepemilikan tanah; 
c. Fotokopi lzin Mendirikan Sangunan (IMS); dan 
d. Fotokopi bukti pendukung lainnya. 

12. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal33 

(1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 ayat (1) dianggap bukan sebagai Surat Keberatan sehingga tidak 
dapat dipertimbangkan; 

(2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ) ,  Kepala Sadan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua 
puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 ayat (2), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang 
mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya; 

(3) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ,  Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali 
sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) 
huruf f. 

13. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut: 

BABIV 

FASILITASI 

Pasal35 

(1) Kepala Sadan melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini; 
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  mencakup mengkoordinasikan, 

menyempurakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang 
undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta 
memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini. 

PASAL II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. 

Ditetapkan di Tarutung 
pada tanggal ! - g -  2  019 

BUPATI TAPANULI UTARA, 

Dto. 

NIKSON NABABAN 

Diundangkan di Tarutung 
Pada tanggal : ot - 0 3  -  2019 

KRETARIS DAERAH 
UPATEN TAPANULI UTARA, 

EDWARD RAMSES TAMPUBOLON 

SERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2019 

NOMOR : 0 
--- 


